PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
1. WR SUPRATMAN KEL BENTIRING PERMAT KEC. MUARA BANGKAHULU

Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/0065/SPNF/DPMPTSP/XI1/2019

Berdasarkan Pertimbangan :
a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
b. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
e Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 97 tanggal 28 November
2019
Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pend1d1kan Formal / Nonformal kepada :
Nama Yayasan . TK SEROJA AISYIAH
Nama Lembaga : TK SEROJA AISYIAH
Program Pendidikan : Tk

Alamat : Jl. Kampar Raya RT 15 RW 03 Kelurahan Lempuing
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab Rosmawati Noor

Alamat : JI. Cimanuk No 27 RT 10 RW 05 Jalan Gedang, Gading
Cempaka, Kota Bengkulu Kelurahan Jalan Gedang

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
Dengan ketentuan :

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan
Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;

Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan
izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Bengkulu

GRATIS Pada tanggal : 03 Desember 2019
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NAN DAERAH ‘AISYIYAH KOTA BENGKULU

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Sekretariat : Jl. Kampar Raya RT 15 RW 03
Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung

BENGKULU 38225
W

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 10/PDA/D/1/2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. Hj. Rosmawaty Noor
Jabatan  : Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDA Kota Bengkulu
Alamat : J1. Kampar Raya RT 15 RW 03 Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu

2. Nama : Armizah, M.Pd.
Jabatan  : Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDA Kota Bengkulu
Alamat  :Jl. Kampar Raya RT 15 RW 03 Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa lembaga pendidikan berikut ini :

Nama : PAUD Seroja ‘Aisyiyah

Nama Kepala : Riani

Alamat : J1. Kampar Raya RT 15 RW 03 Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu
adalah

Lembaga pendidikan ‘Aisyiyah di lingkungan °Aisyiyah Kota Bengkulu, yang
merupakan Organisasi Otonom Muhammadiyah.

‘Aisyiyah adalah Organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah (Anggaran
Dasar ‘Aisyiyah Pasal 2).

Lembaga pendidikan tersebut adalah binaan dari Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Majelis
Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Bengkulu sebagai Penyelenggara.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2016
nomor : 220/2742/POLPUM perihal : Penjelasan Organisasi Muhammadiyah
sebagai Badan Hukum,

2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 1 Juli 2016 nomor : AHU,UM.01.
01 — 637 perihal : Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Bengkulu, 7 Jumadil Awwal 1441 H
2 Januari 2020 M

Tembusan :
1. Ketua PDA Kota Bengkulu
2. Kepala PAUD Seroja ‘Aisyiyah



Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Tembusan:

KEMENTERIA‘“ DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 3® Juni 2016
Kepada
! 228/2742/POLPUM Yth. 1. Sdr, Gubernur se Indonesia
segera 2, Sdr. Bupati/Walikota
v - : se Indonesia
Penjelasan Organisasi di_
Muhammadiyah sebagai Badan Tempat

Hukum

Menindaklanjuti surat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah
Nomor  149/1.0/A/2016 tanggal ‘18 Maret 2016 perihal  Penjelasan
Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum dan Reff Surat Direktur Jenderal Politik
dan Pemerintahan Umum Nomor 220/4312/POLPUM tanggal 22 Desember 2015
perihal Penjelasan Munammadiyah Sebagal Badan Hukum, bersama ini Kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut: o

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Ormas yang
telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang
Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersooniyjkheid van
Vereeriigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa,
tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
ini; _

2. Senubungan dengan hal tersebut di atas, Organisasi Muhammadiyah telan
resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
Nomor: AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 dan Gouvernement besluit 22 Agustus
1914 No. 81; diubah dengan Gouvernement bes/uit 16 Agustus 1920 No. 40;

3. Mengingat pertimbangan tersebut, maka Organisasi ‘Muhammadiyah telah
memiliki Badan Hukum Indonesia tidak perlu mendaftar ulang kepada
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, begitu juga Amal Usaha dan Organisasi
Otonom yang berada di bawah struktur Organisasi Muhammadiyah sehingga
dapat diberikan dana hibah dan bansos sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, :

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

rta;g‘ta.‘za 201507 1001

s .Perfibina Utama/lVe

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagzi laporan);
@ Yth. Ketua Umum PP Muhammadiyah.



'KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRAS! HUKUM UMUM

JI H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5202387 (Hunting)

Nomor - RHU-Umoro- 63F Jakarta, O 1 JUL 2018
Lampiran
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah sebagai

Badan Hukum

Kepada Yth

Dr. H. Haedar Nashir,M.Si

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. Menteng-Raya Nomor 62 Jakarta

10340 :

~ Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:200/1.0/A/2016 tanggal 12 April 2016,
perihial sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan- hal-hal sebagai
berikut
1. -Berdasarkan data yang ada di Diréktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum Kementerian Hukum dan- Hak Asasi Manusia: R.épublik Indonesia, Angaaran Dasar

Persyariketan Muhammadiyah telah mendapat Perigesahan Gubernur Jenderal {sebagai

Penguasa telah ditunjuk Directeur Van Justitie, kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia) Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan ‘Staatblad 1870

Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Terakhir melakukan

. perubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementerfian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010,

2. a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah
memperoleh pengesahan Gubernur Jenderal Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan

~ perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggéi 23 Juni 2010,
berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisast Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum
Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai ‘Badan Hukum
(Rechtpersooniijkheic);

b. bahwa Kementerian Hukum .dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
kewenangannya hanya sebatas memberikan penjefasan terkait status Badan Hukum
Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia sebagaimana telah disampaikan melalui surat Nomor
AHU2:AH.01.04.249 tanggal 16 Desember 2015.

. Surat saudara pada pokoknya menyampaikan bahwa surat jawaban Kementerian
Hukum dan HAM Nomor AHU2.AH.01.04.249 tanggal 16 Desember 2015 masih
bermasalah di daerah, sehingga Muhammadiyah dan amal usahanya tidak dapat
menerima bantuan dari pemerintah daerah dan- memohon kepada Menteri Hukum dan
HAM untuk menerbitkan surat penjelasan dan edaran kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota bahwa Muhammadiyah dari seluruh tingkatan kepengurusan dan
seluruh amal usaha merupakan satu kesatuan badan hukum.

Terkait hal tersebut di atas dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Statblaad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan
Berbadan Hukum, kewenangan Kementerian Hukum dan HAM bersifat legal
Administratif meliputi Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perkumpulan Badan Hukum yang pada pelaksanaanya secara tekhnis diatur pada
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia' Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Permohonan Pengesahan Badan hukum dan persetujuan
Perubzhan Anggaran Dasar Perkumpulan dan tidak diberikan kewenangan untuk
mengesahkan cabang dari suatu badan hukum; .

b. pada dasarnya FPerkumpulan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan
hukum, dapat mendirikan Cabang di selurun Wilayah Indonesia dan/atau mendirikan
amal/badan /kegiatan usaha dalam rangka mencapai Maksud dan Tujuannya,
dengan mekanisme dan tata cara pembentukan yang diatur lebih lanjut pada
Anggaran Dasar serta mengacu kepada ketentuan Peratuan Perundang-undangan
yang beriaku terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
Pembentukan struktur dan kepengurusan Wilayah/ Cabang/ Ranting/ Perwakilan/
organisasi otonom dari suatu Badan Hukum Perkumpulan yang tefah mendapat
Pengesahan, dibentuk oleh Kepengurusan pusat dengan mekanisme internal yang
diatur oleh Anggaran Dasar, dimana legalitas cabang dan kepengurusannya
ditentukan oleh Kepengurusan Pusat yang secara tekhnis mengikuti ketentuan
Anggaran Dasar dan Peraturan Organisasi yang mengatur hal tersebut serta
Peraturan Perundang-undangan terkait keberadaan Organisasi Kemasyarakatan
yang berada di suatu Daerah tanpa harus mengajukan pengesahan status Badan
Hukum Wilayah/Cabang/Ranting/Perwakilan tersebut kepada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kecuall Anggaran Dasar Badan Hukum
tersebut membuat aturan pengecualian, dalam hal ini dengan tegas menyatakan
bahwa cabang harus berbadan hukum tersendiri;

¢. terkait amal/badan /kegiatan usaha yang éda pada Badan Hukum Perkumpulan,

didirikan dan berjalan dengan status serta kedudukan sesuai anggaran dasar dari



badan hukum tersebut dimana pada pelaksanaannya berhubungan dengan instansi
terkalt yang membidangi lingkup kegiatan yang mengacu kepada Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d. khusus mengenai bantuan dan/atau h'rbah'yang dilakukan oleh pemerintah Pusat
dan atau Daerah, yang diberikan kepada Organisasi kemasyarakatan khususnya
Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum yang memiliki cabang - cabang di
daerah, saudara dapat melakukan konfirmasi kepada Kementerian Dalam Negeri
sebagai institusi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah dan hibah sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian agar menjadi makium.

DirektyrJe e R inistrasi Hukurm Umum

3 A 'E . b i Vf' SH'ILLFMg, ACCS
$41181994031001

Tembusan,yth :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sébagai Laporan)



